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BUPATI LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAifBUPATILEBONG 
NOIIOR ljTAHUN 2019 

TEBTAKG 

PETUJIJUK TEKIUS PElfGANGGARAJf, PELAKSANAAN DAJ'f 
PEJIATAUSAHAAPI SERTA PBRTAKGGUlfOJAWABAN DAMA BAKTUAK 
OPERASIONAL SEKOLAH SATO.AK PENDmlKA!f DASAR IIEGERI DI 
LllfGKUlfGAJ'f PEIIERIKTAB DAERAH KABUPATEN LEBONG PADA 

ANGGARAN PEJIDAPATAJ'f DAN BEi.ANJA DABRAH 

Menimbang 

Mengingat 

DElfGAlf RAHIIAT TUHAN YAJ'fG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentaog Pemerintah Daerah dan paragraf 21 Pernyataan 
Standar Akuotaoai ~,iotah (PSAP) Nomor 02 J•mpiaun J 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 l O Tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan dan lnterpelasi Standar Akuntansi 
Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 Tentang Pengakuan 
Pendapatan yang dit.erima Pada Rekening Kas Umum Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta 
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasioanl Sekolah 
Satua.n Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupatm 
Krpabiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Nqplra 
Rl:publik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tamb-t1 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4349}; 
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4. Unc!ang.'.Undang Nomor I Tahun 2004 
Perbendahataan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pcngclolaan dan Tanggung J awab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pcrnerintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 1ndoncsia Tabun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 105 Trumn 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4022); 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentan g Pedomon Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional 
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor); 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

13. Pcraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pcmbentukan Produk Hu.kum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Ncgcri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pcrubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 
2018 tentang Petunjuk Teknis Penggangaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan 
Operasioanl Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang 
diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAR BUPATI LEBOKG TENT.ANG PETUNJUK TEKJOS 
PENGAJIGGARAN, PELAKSAKAAN DAN PENATAUSAHAAN 
SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTU.AK 
OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR 
NEGERI DI LINGKUNGAl'f PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LEBONG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH. 

BABI 
KETEJITUAN UIIUII 

Puall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2. Bupati adalah Bupati Lebong. 
3. Pemerintah Dae~ah adalah Pemerintah Daerah. Kabupaten lebong. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau 

sebutan Jain adalah Jembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Satuan Perangkat 
Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan 

6. Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri adalah Kepala Satuan Pendidikan 
Negeri yang menangani Satuan Pendidikan Dasar Negeri 

7 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingJcat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 
dan disetujui be:-sa.ma oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjut,-iya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai 
tugas mclaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah. 



• 

• 

10. BeDdabara Umum Dacrah yang sclanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalarn kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewcnangan penggunaan 
anggaran untulc melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
ilipimpinnya. 

12. Kuasa Pcngguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakansebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagj.an tugas dan fungsi SKPD. 

13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan pengelolaan APBD. 

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
pera.ngkat daerah pada pl"-1ne.rintah dacrah selaku pengguna 
anggaran/barang. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA
SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro 
keuangan/bagian keuangan selaku Bendalw.ra Umum Daerah. 

16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah 
dana yang digunakan terutama untuk biaya non personaJia bagi 
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat 
dimungkinkan untuk satuan mendanai beberapa kegiatan lain sesuai 
petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebud.ayaan. 

17. Pola Pengelolaan Keuangan BOS a.dalah pemberian kekhususan untuk 
menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang 
dapat dikecuaJikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang 
berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam 
mendukung program wajib belajar sembilan tahun. 

18. Satuan Pendidikan Dasar adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang 
menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun. 

19. Hibah HOS 1-'rov\nsi adalah dana yang ditransfer dari rekening kas umum 
daerah provinsi ke rekening kas masing-roasing "8.tuan pendidikan dasar. 

20. Naskah Perjanjian Hibah BOS yang selanjutnya disingkat NPH BOS 
adalah naskah pcrjanjian hibah antara Gubemur atau pejabat yang ditunjuk 
atas nama Gubemur dengan pejabat yang mewakili satuan pendidikan dasar 
sebagai penerima hibah BOS. 

21. SP2B adalah Surat Pennintaan Pengesahan Belanja yang diterbitkan KepaJa 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilampiri rekapitulasi Rincian 
Penerimaan dan Belanja Per Satuan Pendidikan Dasar Negeri 

22. SPB adalah Surat Pengesahan Belanja yang diterbitkan oleh PPKD selaku 
BUD. 

23. Tim BOS Reguler Kabupaten Lebong adalah tim yang dibentuk berdasarkan 
Surat Keputusan Bupati Lebong sesuai dengan peraturan perundang
undangan. Struktur tim BOS Reguler Kabupaten dapat disesuaikan dengan 
mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program Bos Reguler 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong. 
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BABU 
PERGA1'GGARAII DARA BOS 

Bagi•n 1'eaatu 
ALOKASI DANA BOS 

Peeel2 

tl) Penganggaran Dana Bos bagi Satuan Pcndidikan Dasar Negeri dalarn 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditetapkan berdasarkan alokasi 
Dana BOS bagi Satuan Pendidikan yang bersangkutan sebagaimana yang 
tercantum dalam Keputusan Gubemur tcntang Daftar Penerima dan Jumlah 
Dana BOS padll setiap Ratuan Pendidikan Kahupaten dan Keputusan 
Gubemur dimaksud ditetapkan setelah alokasi Dana BOS setiap Provinsi 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-u ndangan. 

(2) Dalam hal Keputusan Gubemur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana 
BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan Dana BOS 
tersebut didasarkan pada alokasi pcnyalunm tahun sebelumnya. 

Paul3 

(1) Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) dan ayat (2), SKPKD menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA} 
yang memuat Rencana Pendapatan, Kelompok La.in-La.in Pendapatan Daerah 
Yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah Dana BOS, masing-masing Satuan 
Pendidikan Dasar Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan. 

(2} Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) atau pendapatan tahun sebelumnya sebagaimana diJnaksud pada pasal 2 
ayat (2), Kcpala Satuan Pendidikan Dasar Negeri menyusun RKAS Dana BOS 
yang mcnjadi bagian dari Rencana Kcrja dan Aolpran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Lebong yang memuat rencana belanja Dana BOS sesuai dengan 
kode rekening pada APBD. 

(3) Penyusunan R.KAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 
mempedoman Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan . 

Bagian kedua 
PENYCISUNAlf REIICANA KEGIATAlf DAN AlfGGA.RAM SEKOLAH 

Paaal4 

(1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri menyampaikan RKAS Dana BOS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong. 

(2) Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), 
Kepala Dinas Pcndidikan dan Kebudayaan Kabupatcn Lebong menyusun 
RKA-SKPD, memuat rencana belanja Dana BOS dan merupakan rekapitulasi 
RKAS yang disampaikan oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri. 
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(3) R.eDcana Belanja Dana BOS vbagirnaru. dirnaks11d pada ayat (2) dianggarkan 
pad.a Program Dana BOS, Kegiatan Dana BOS, Alrun Belanja, Kelompok 
Belanja Langsung yang diuraikan ke dalarn Jenis Belanja : 
a. Jenis belanja pegawa.i, obyek belanja pegawai Dana BOS, dan rincian 

obyek belanja pegawai Dana BOS; 
b. Jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang dan jasa Dana BOS, 

dan rincian obyek belanja barang dan jasa Dana BOS; 
c. Jenis belanja modal, yang dirincikan sebagai berikut : 

1. Obyek belanja modal peralatan dan mesin, rincian obyek belanja modal 
peralatan dan mesin Dana BOS; 

2. Obyek belanja modal asset tetap lainnya, rincian obyek belanja modal 
asset tetap lainnya Dana BOS; 

3. Obyek belanja modal gedung dan bangwm, rincian obyek gedung dan 
bangunan Dana BOS; 

(4) RKA-SKPKD dan RKA-SKPD sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
dan Pasal 4 ayat (2) dipergunakan sebagai dasar Pencantuman anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dana BOS dalam APBD tahun anggaran berkenaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BagjanKetlga 
PEN'GANGGARAN DANA BOS DI APBD 

Pasa15 

(1) Dalam ha! alokasi Dana BOS dalaro Perda tcntang APBD yang dianggarkan 
alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2), tidak sesuai dengan alokasi Dana BOS daJam 
Kepurusan Gubemur tentang Daft.ar Penerima dan Juml.ah Dana BOS pada 
setiap Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebagaiman dimaksud dalarn Pasal 2 
ayat (1), Pemelintah Daerah Kabupaten Lebong melakukan pc,ny=uia.i• 
aJokasi Dana BOS diroak:sud .tenpo terlebih dahuJu mdakukan perubabaD 
Pcraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan memberitahukan 
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peroa ten tang 
perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. 

(2) Dalarn ha! alokasi Dana BOS dalam Perda tentang Perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan realisasi 
penyaluran final Dana BOS Triwulan IV sesuai dengan Data Pokok 
Pendidikan {Dapodik) tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Lebong 
me\ak\1kan pcnyesuaian alol<.asi Dana BOS dengan terlebih dahulu 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk 
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

(3) Dalam ha! terdapat Sisa Dana BOS tahun anggaran sebelumnya pada 
rekening bendal1ara Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan masuk 
mcnjadi bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 
p;,cl,i p,,nt,nmaan Pembiayaan APBD tahun anggaran berkenaan, sisa Dana 
BOS dimaksud menjadi penambah alokasi Dana BOS pada Satuan 
Pendidikan Dasar Negeri dan dib,unakan sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan 
Dana BOS tahun yang berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong 
menganggarkan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pcrubahan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD setelah dilaksanakannya 
audit oleh Sadan Pcmeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tahun sebelumnya, dan 
mernberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dimuat dalam 
Peraturcl.ll Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. 
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(4) DalaJn hal penganggaran belanja Dana BOS dalrun Perda tentang APBD 
Tabun Anggaran berkenaan belum sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong melakukan penyesuian dengan cara 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 
Tahun Anggaran berkenaan dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, 
untuk ilelanjutnya dimuat dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun 
Anggaran Berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 
PELAKSANAAN DAN PERATAUSAHAAN DANA BOS 

Bagian keaatu 
PELAKSANAAII ANGGARAJf DANA BOS 

Pasal 6 

(I) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS yang telah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong menyusun 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Untuk menyeler,ggarakan fungsi perbcndahar-daJl Dana BOS, atas usul 
Kepal.a Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pejabat Pengelolaan 
Keuangan Daerah (PPKD), Bupati menetapkan Bendahara Dana BOS dari 
Pegawai Negeri Slpil (PNS) pada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar 
Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Dalam hal pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri tidak terdapat PNS yang 
dapat ditetapkan sebagai Bendahara Dana BOS, maka Bupati menugaskan 
Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang bersangkutan merangkap 
sebagal Bendahara Dana BOS. 

(4) Bendahara Dana BOS pada masing-masing Saruan Pendidikan Oasar Ncgeri 
sebagairnana dimaksud Pasal 2 ayat (2), membuka rekening Dana BOS atas 
nama Satuan Pcndidikan Dasar Negeri yang diusulkan oleh Kepala Satuan 
Pendidikan Dasar Negeri melalui Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Bank yang ditetapkan oleh 
Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. 

(5) Rekening Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), disampaikan oleh Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kepada Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi, sebelum dilaksanakannya penandatanganan 
Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Dana BOS yang menjadi syarat penyaluran 
Dana BOS dari Provinsi. 

(6) Dalam hal sampai dengan berakhimya tahun anggaran, terdapat sisa Dana 
BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri, maka sisa Dana BOS dieatat 
sebagai bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA). Sisa Dana BOS tersebut 
tidak disetor ke RKUD Kabupaten dan digunakan oleh Satuan Pendidikan 
Dasar Negeri yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sesuai 
dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun herikutnya. 
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----■ Ket 
PBIIAT ... U81944■ DARA BOS 

Pual. 7 

(1) Tatacara Pencatatan dan Pengesahaan serta Penyampaian Laporan Realisasi 
Pendapatan dan Belanja Dana BOS : 
a. Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidi.kan Dasar Negeri mencatat 

penerimaan dan belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum dan Buku 
Pembantu sekurang-kurangnya : Bulru Pembantu Kas Tonai, Buku 
Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Bulru Pembantu Rincian 
Obyek Belanja. 

b. Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri 
menyampaikan Realisasi penerimaan dan belanja setiap bulan kepada 
Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri, dengan melampirkan bukti-bukti 
belanja yang Jengkap dan sah, paling lama pada tanggal 5 bulan 
berikutnya, untuk pengesahaan oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar 
Negeri. 

c. Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu 
sebagaimana dima.ksud pada hurup a, Bendahara Dana BOS menyusun 
Laporan Realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS masing-masing 
Satuan Pendidikan Dasar Negeri setiap triwulan dan semester . 

d. Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Penerimaan dan Realisasi 
Belanja Dana BOS sebagaiman dimaksud hurup c kepada Kepala Satuan 
Pendidikan Dasar Negeri, selanjutnya djsampaikan kcpada Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPD (PPK-SKPD) untuk dilakukan rekonsiliasi pada setiap triwulan dan 
semester paling Jama tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwuJan dan 
semester yang bersangkutan berakhir. 

e . Penyawpaian Lapuran Rcalisa:<i Pcncrimaan dan Realisasi Belanja Dana 
BOS scl:>egaiman dimaks•1d tlengan " urup d dilampiri dengan : 
l . Rekening Koran Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri dari Bank; 
2. Surat Pemyataan Telah Menerima Hibah (SPl'MH) Dana BOS oleh 

Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri; 
3. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak (SPf,JMI Dana BOS oleh 

Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri; 
4 . Rekapitulasi Pembelian Barang/ Aset dari Dana BOS. 

(2) PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi pendapatan 
berdasarkan SPl'MH sebagaiman dimaksud pada hurup e angka 2, dengan 
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS dari Kepala Satuan 
Pendidikan Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf e, KepaJa 
Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan Surat Permintaan 
Pengesahaan Belanja (SP2B) kepada PPKD selaku BUD yang dilampiri 
Rekapitulasi Rincian Penerimaan dan Belanja per San.an Pendidikan Dasar 
Negeri. 

(4) Berdasarkan SP2B Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahaan Belanja 
(SPB) Satuan Pendidikan Dasar Negeri. 

(5) Berdasarkan dokumen SPB sebagrumana dimaksud pada ayat (4), PPK
SKPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencatatan ata.s 
belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri, dengan berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang .. undangan. 



• 

• 

(1) Kepala Satuan Pmdidikan Dasar Negeri bertanggungjawab secara formal dan 
material at.as penerimaan dan belanja Dana BOS yang diterima langsung oleh 
Satuan Pendidikan Dasar Negeri. 

(2) Berdasarkan SPB Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebagaimana dimaksud 
dalaro P-asal 7 ayat (5), Kepala Dinas Pendidi.kan dan Kebudayaan menyusun 
Laporan Realisasi Belanja yang bersum ber dari Dana BOS serta menyajikan 
dalam Laporan Keuangan SKPD yang akan di.konsolidasikan menjadi 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan peraturan yang 
berlsku d i bids.ng pengelolaan keuangan daerah. 

BABV 
PEIIUTUP 

Paaal9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong. 

Diundangkan di Tubei . 
pada Tanggal 1 "f f,/',V 2019 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

DALMUJI StJRAJfTO 

Ditetapkan di Tubei . 
pada tanggal t "f Mt.I 2019 

?l,BUPATI LBIIOlfG, f 


